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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N 

Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Dps. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama 

dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam   perkara Cerai 

Gugat yang diajukan oleh :  

penggugat, Tempat tanggal lahir (Jakarta, 13 Mei 1980) umur 38 tahun, 

Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat 

tinggal diJalan Kerta Dalam Sari IV/ IS T Marta No.9, 

Br/Lingkungan Kerta Dalam, Kelurahan/desa Sidakarya, 

Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;   

melawan 

tergugat, Tempat tanggal lahir (Jakarta, 19 September 1982), umur 36  

tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Swasta, 

semula bertempat tinggal di Jalan H.Jaeran No.22 Cirene 

Depok, RT/RW 07/05, Kel/Desa Cinere, Kecamatan Limo, Kota 

Depok, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak ketetahui 

keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik 

Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;  

Setelah mendengar  keterangan  Penggugat dalam persidangan; 

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan; 

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Juni  2018 

yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Denpasar Nomor 249/Pdt.G/2015/PA.Dps, tanggal 04 Juni  2018 telah 

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan 

dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, 

Kota Denpasar, Propinsi Bali,  pada tanggal 16 July 2017, sesuai Buku 

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0146/011/VII/2017, tertanggal 16 July 2017; 

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan 

hidup berumah tangga di Denpasar; 

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun sejak Bulan September 2017  antara Penggugat dan 

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : 

a. Tergugat sudah  tidak memberikan nafkah Lahir Batin; 

b. Tergugat sering marah – marah dan menyebutkan kata kasar seperti 

Pelacur dan kata talak kepada Penggugat; 

c. Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat, sehingga akibat dari 

pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah 

berhari – hari tanpa alasan atau kabar; 

5. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 yang lalu antara Penggugat dan 

Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat 

pulang ke Jakarta ke tempat asal kelahiran tanpa alasan apapun akibat dari 

pertengkaran, Tergugat dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai 

dengan sekarang; 

6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, 

namun semuanya tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak mau merubah 

sikap yang begitu kasar dan tidak bertanggung jawab kepada Penggugat, 

pihak orang tua Tergugat sudah sepakat untuk menyerehkan semua 

permasalahan atau melimpahkan semua masalah ke pihak Penggugat untuk 

melakukan proses cerai dipengadilan; 

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat 

menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk 

melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; 

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum 

yang berlaku;  
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Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua 

Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara 

untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang 

amarnya berbunyi sebagai berikut: 

PRIMAIR : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat 

(penggugat); 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; 

SUBSIDAIR : 

Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir 

dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh 

orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam 

persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 

249/Pdt.G/2018/PA.Dps. tanggal  06 September  2018,  dan tanggal 08 

Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya 

Tergugat; 

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara 

yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa 

mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara 

yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk 

dilaksanakan; 

Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat 

agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat 

namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat 

yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan 

secara lisan dipersidangan dan mencabut masalah pemeliharaan anak; 

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar 

jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah 
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mengajukan bukti  surat berupa: 

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 

5171012007/SURKET/01/140518/0006, tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti berupa 

fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah 

sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai secukupnya serta telah dinazeggelend 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan asli bukti surat tersebut oleh Ketua 

Majelis diserahkan kepada Penggugat, kemudian ditandai dengan (P.1); 

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 

0146/011/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti 

berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata 

telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan telah 

dinazeggelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan 

(P.2); 

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan 

Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama; 

1. saksi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat 

kediaman di Jalan Kerta dalem IV Blok E No. 9 D, Br./Lingkungan Kerta 

Dalem, Kel./Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, 

Provinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah 

memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:  

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah asisten Rumah 

tangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Karya 

Suryana, sebagai suami Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat  

sejak Tergugat belum menikah dengan Penggugat; 

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan mereka 

menikah pada tahun 2017, setelah menikah Penggugat dan Tergugat 

tinggal bersama dirumah Penggugat dan selama mereka belum dikaruniai  

anak; 

c. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah rumah sejak 

Desember tahun 2017 yang lalu, Tergugat yang meninggalkan kediaman 

bersama dan saksi tidak tahu dimana alamat Tergugat sekarang; 

Disclaimer
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d. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, 

namun hanya sebentar saja, setelah sebulan pernikahan rumah tangga 

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

karena Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak menikah karena 

Penggugat adalah wanita karir sehingga Penggugat kurang memperhatikan 

Penggugat; 

e. Bahwa yang saksi tahu Tergugat kerja di Proyek namun hasilnya untuk diri 

sendiri;  

f. Bahwa ada keluarga atau orang tua dari Penggugat dan Tergugat yang 

merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;   

II. saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat 

kediaman di Panjer, Kel./Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota 

Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah 

memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:  

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah sebagai teman 

Penggugat dan saksi kenal Penggugat sebagai suami Penggugat;  

b. Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat yaitu sejak 8 tahun yang 

lalu, suami Pengugat bernama Karya Suryana, Penggugat dan Tergugat 

adalah suami istri yang sah, yang menikah sekitar bulan Juli 2017 dan  

selama menikah belum dikaruniai anak; 

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah 

Penggugat di Denpasar; 

d. Bahwa saksi beberapa kali ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi 

mendengar bahkan diceritakan oleh Penggugat dan Tergugat tentang 

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat; 

e. Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut, menurut Penggugat 

adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, sedangkan 

menurut Tergugat penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat 

sebagai wanita karir, sehingga kurang perhatian terhadap Tergugat 

sebagai suaminya; 
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f. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah sejak 

bulan Desember tahun 2017 yang lalu hingga sekarang, Tergugat telah 

pergi menenggalkan kediaman bersama; 

g. Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang kembali 

kerumah kediaman bersamanya dengan Penggugat dan saksi juga tidak 

tahu lagi dimana keberadaan Tergugat sekarang; 

h. Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa 

bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil; 

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para 

saksi tersebut di atas;  

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana 

Penggugat  tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;  

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, 

ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon 

perkaranya segera diputus;  

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera 

dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan 

Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan 

dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di 

persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Dps 

tanggal 06 September 2018 dan tanggal 08 Oktobert 2018 yang dibacakan di 

persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu 

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan 

diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam 

Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis; 

له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Artinya :" Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap 

persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi 

panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah 

haknya;” 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam 

persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud 

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh 

Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah 

berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan 

hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu 

Identitas Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal 

di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan Pasal 73 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang 

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo  yang 

diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama 

Denpasar untuk mengadilinya;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan 

Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat dan 

Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah 

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan 

Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk 

mengadilinya;  
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan 

bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin becerai dengan Tergugat adalah 

karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak pernah 

menafkahi Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat dan 

sekarang Tergugat sudah meinggalkan kediaman bersama sejak bulan 

Desember tahun 2017 yang yang lalu hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan 

bathin, Tergugat telah meinggalkan Penggugat. Atas sikap dan perbuatan 

Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat 

sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan 

terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat  

dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap; 

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 

saksi yang masing-masing bernama Sriyati binti Paijan dan Kanne Riana Lowaer 

binti Milyanus Lowaer, telah memberikan keterangan dalam persidangan secara 

terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat 

diterima; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan 

meteri kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan 

perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling 

melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi 

mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang selama 

menikah belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena 

masalah Tergugat  sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak 

pernah menafkahi Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kediaman 

bersama dan sejak bulan Desember tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan 

Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan Penggugat 

hingga sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin. Dan pihak keluarga 

Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali 
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dalam rumah tangga, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi 

syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka 

keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi 

rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan 

keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum 

dalam perkara ini  dimana Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya 

sebagai seorang suami  dan tidak tercipta adanya hubungan komunikasi yang 

baik antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya mereka telah pisah rumah sejak 

kurang lebih 1 tahun  yang lalu  hingga sekarang, walaupun telah diupayakan 

untuk rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil 

dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan 

rumah tangganya dengan Tergugat; 

Menimbang, jika fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan maksud 

dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan sebagai suami istri  dapat memperoleh ketenangan  dengan saling 

memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagimana 

ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan 

Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh berbagai sikap Tergugat 

sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat 

telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2017 yang lalu sampai 

dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin dan sudah saling tidak 

memperdulikan lagi satu sama lainnya sehingga hubungan lahir dan bathin 

menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat 

dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana 

Firman Allah SWT dalam  surat Ar rum ayat 21; 

Yang artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannNYA, ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya 

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan 
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dijadikanNYA diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya 

yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir; 

Maka apabila kondisi prkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian 

dibiarkan akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir dan bathin Penggugat 

maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian 

adalah jalan yang terbaik bagi keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang 

berkepanjangan; 

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa guggatan Penggugat tentang 

ketidakharmonsan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan 

cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam 

yaitu :  

”Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”; 

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah 

diupayakan menasihti baik oleh Majelis maupun keluarga para pihak, namun 

tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006, diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, maka gugatan Penggugat petitum Nomor 2 cukup beralasan untuk 

dikabulkan; 

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat 

telah bergaul layaknya suami istri ( ba’da dukhul ), dan berdasarkan Catatan 

Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum 

pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat  yang 

dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 

(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak bain 

shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis 

Hakim menjatuhkan putusan dengan amar ”Menjatuhkan talak satu bain shugro 
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Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) hal mana selaras 

dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom : 

طـلـقـة القـاضي عـلـيـه طـلـّق لـزوجها الـزوجـة رغــبـة عـدم اشتــد اذا  

Artinya : ”Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, 

maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut 

dengan talak satu”; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah 

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka 

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang 

mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amr putusan ini ; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan 

hukum Islam  yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir 

di persidangan; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap 

Penggugat (TERGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp716.000,00 ( Tujuh ratus enam belas ribu rupiah ); 

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 

Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah oleh kami  

Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, serta Drs.H. M.Ishaq, M.H., 

dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada 

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di 

dampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, S.H. 

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran 

Tergugat; 
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Ketua Majelis  

 

Hakim Anggota 

 

Dra. St. Nursalmi Muhammad 

1. Drs. H. M. Ishaq, M.H. 

 

Panitera Pengganti 

2. Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. 

 

M. Dedie Jamiat, S.H.     

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00 

2. Biaya Panggilan   : Rp625.000,00 

3. Biaya proses : Rp50.000,00 

4. Redaksi   : Rp5.000,00 

5. Meterai             : Rp6.000,00 

       Jumlah   : Rp716.000,00 

                                (Tujuh ratus enam belas ribu rupiah) 
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